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S1 Ilmu Hukum
Terakreditasi BAN-PT “Unggul”

S2 Magister Ilmu Hukum
Terakreditasi BAN-PT “A”

Program Studi:
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S2 Magister Kenotariatan
Terakreditasi BAN-PT “B”

S3 Doktor Ilmu Hukum
Terakreditasi BAN-PT “B”

Prospek Kerja Program Studi Sarjana 
Ilmu Hukum (SIH)
Lulusan prodi SIH dapat menjadi Asisten Konsultan 
Hukum, Asisten Pembuat Peraturan 
Perundang-undangan, Staff Hukum (swasta & 
pemerintah), (Calon) Penegak Hukum, Wirausahawan.

Prospek Kerja Program Studi 
Magister Kenotariatan (MKn)
Lulusan Prodi MKn dapat menjadi Calon Notaris, 
Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, 
Pejabat Pembuat Akta Koperasi, ataupun menjadi 
Dosen.

Prospek Kerja Program Studi 
Magister Ilmu Hukum (MIH)
Lulusan prodi MIH diantaranya dapat menjadi: 
Dosen, Konsultan hukum, atau Analis kebijakan.

Prospek Kerja Program Studi Doktor 
Ilmu Hukum (DIH)
Lulusan Prodi DIH dapat menjadi Akademisi, Birokrasi 
atau praktisi hukum.

PROSPEK KERJA 

Program Studi Ilmu Hukum (S1) 
terakreditasi “Unggul” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2096/SK/BAN-PT/AK-ISK/IV/2021 

Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2)
terakreditasi “A” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 7768/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/XI/2020 

Program Studi Magister Kenotariatan (S2)
terakreditasi “B” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3529/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3)
terakreditasi “B” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11927/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/X/2021 

AKREDITASI PRODI

TESTIMONI ALUMNI

Pengajar yang kompeten dan berpengalaman memberikan 
materi yang sangat bermanfaat dan relevan dengan 
kebutuhan profesi saya sebagai pengusaha, advokat, dan 
kurator. Fasilitas kampus yang modern ditunjang dengan 
kualitas layanan dari seluruh pimpinan, staf, dan karyawan yang 

prima sangat mendukung proses pembelajaran.
Dr. Rusli Waluja, S.E., S.H., M.M., M.Kn

Program Studi Magister Kenotariatan (MKn)



VISI FAKULTAS

MISI FAKULTAS

Terwujudnya Fakultas Hukum yang mandiri, maju, terkemuka, dan profesional berasaskan nilai-nilai Islam dan 
mampu menghadapi tantangan di Asia Tahun 2034.

Terwujudnya tata kelola Program Studi Ilmu Hukum untuk menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, 
mandiri, profesional, dan mampu menjadi pelopor, serta rujukan masyarakat, baik di tingkat nasional, maupun 
regional.

Saat ini FH UNISBA telah memiliki kecukupan tenaga pengajar, yaitu sebanyak 44 orang dosen tetap dengan 
kualifikasi 7 orang Guru Besar, 15 orang Lektor Kepala, 14 orang Lektor, 7 orang Asisten Ahli, dan 3 orang Tenaga 
Pengajar. 6 orang Dosen sedang dalam masa studi lanjut S3. Dosen tidak tetap dan Kontrak lebih dari 20 orang 
yang terdiri dari Beberapa Guru Besar dan Dosen Praktisi Notaris.

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (SIH) dapat ditempuh dalam waktu 8 semester atau kurang, dengan batas 
waktu studi 14 semester (7 tahun). Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi S1 ditetapkan 146 SKS

Selain fasilitas yang tersedia di tingkat universitas 
yang dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa 
Unisba, Fakultas Hukum memiliki fasilitas 
pendukung lainnya, yaitu Laboratorium Hukum yang 
digunakan baik untuk praktek beracara di 
pengadilan (litigasi maupun non-litigasi) dan 
praktek peraturan dan kontrak (legal drafting dan 
contract drafting).

Sarana Hukumonline Corner yang ditempatkan di 
ruangan multimedia Perustakaan Unisba. Melalui 
pengadaan Hukumonline Corner diharapkan 
mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum UNISBA bisa 
mengeksplorasi berbagai layanan Hukumonline agar 
dapat semakin memperkaya pengetahuan seputar 
ilmu hukum.

Para Guru Besar FH Unisba :
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. 
Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H.
Prof. Dr. Efik Yusdiansyah. S.H., M.H.

1. Mendorong terwujudnya lembaga pendidikan hukum  dengan tata kelola berlandaskan nilai-nilai Islam yang 
mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum pada tingkat Nasional dan Regional.
2. Mendorong terlaksananya penelitian hukum yang berasaskan nilai-nilai Islam dan dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan ilmu hukum.
3. Mendorong terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berasaskan nilai-nilai Islam melalui 
pendayagunaan ilmu hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN FAKULTAS

PROFIL DOSEN FAKULTAS HUKUM

LAMA STUDI DAN JUMLAH SKS FASILITAS PENDUKUNG

Mendorong terwujudnya lembaga pendidikan hukum  dengan tata kelola berlandaskan nilai-nilai Islam yang 
mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum pada tingkat Nasional dan Regional.
Mendorong terlaksananya penelitian hukum yang berasaskan nilai-nilai Islam dan dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan ilmu hukum.
Mendorong terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berasaskan nilai-nilai Islam melalui 
pendayagunaan ilmu hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Lama Studi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (SIH)

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) dapat ditempuh dalam waktu 4 semester  (2 Tahun) dengan batas 
waktu studi 8 semester (4 tahun). Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum ditetapkan 38 

B. Lama Studi Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH)

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) dapat ditempuh dalam waktu 6 semester (3 Tahun) dengan batas 
waktu studi paling lama 14 semester (7 tahun). 42 sks ditawarkan kepada peserta program doktor yang latar 
belakang keilmuannya linier, 48 sks untuk peserta program doktor yang latar belakang keilmuannya tidak linier.

C. Lama Studi Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH)

Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) dapat ditempuh dalam waktu 4 semester (2 Tahun) dengan batas 
waktu studi 8 semester (4 tahun). Beban Studi Kumulatif mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan ditetapkan 46 
SKS.

D. Lama Studi Program Studi Magister Kenotariatan (MKn)

KOMPETENSI LULUSAN
A. Kompetensi Lulusan Sarjana Ilmu Hukum

• Bertakwa dan berakhalakul karimah sebagai Mujahid (Pejuang), Mujtahid (Pemikir), dan Mujaddid 
(Pembaharu) yang mampu menjalankan profesi sebagai akademisi dan praktisi hukum di ASEAN.

• Mampu menemukan pemikiran yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kehidupan dan 
pengembangan ilmu hukum.

• Dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.

• Menguasi Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Islam dan Filsafat Ilmu dan teori hukum yang didasari oleh 
nilai-nilai Islam.

• Menguasai metode metode penelitian hukum normatif, komparatif, atau sosiologis, baik dengan 
pendekatan inter, multi, atau transdisipliner termasuk menulis dalam jurnal internasional bereputasi.

• Mampu menganalisa dan berupaya mencari solusi dengan menggunakan metode inter dan multidisipliner 
dalam menghadapi permasalahan praktis dalam penegakan hukum di Indonesia.

• Menjadi pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik ( Notaris yang membuat akta otentik, baik 
akta umum maupun akta syariah yang memiliki kemampuan komunikasi manajerial), menjadi Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

• Menjadi pendidik, peneliti dan penyuluh (pendidik berlatar belakang Magister Kenotariatan yang akan 
mengembangkan keilmuaannya melalui penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

• Menjadi rekan konsultan hukum (khususnya dalam menangani kasus-kasus yang relevan dengan 
kenotariatan).

B. Kompetensi Lulusan Magister Ilmu Hukum

C. Kompetensi Lulusan Doktor Ilmu Hukum

D. Kompetensi Lulusan Magister Kenotariatan (MKn)

• Mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip tentang hukum dan semua kekhususannya baik perdata, 
pidana, Hukum Tata Negara, maupun Hukum Internasional.

• Mampu mengiventarisasi peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menyelesaikan kasus 
yang disodorkan oleh klien.

• Mampu menyusun langkah-langkah/Mekanisme perlindungan hukum dari kasus yang dihadapi.
• Mampu mengimplementasikan solusi penyelesaian masalah dari kasus yang dihadapi.
• Mampu menguasai konsep dan teori perundang-undangan.
• Mampu menyusun mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan.
• Mampu menyusun draft naskah akademik peraturan perundang-undangan.


